
SALINAN 

 

 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 63 TAHUN 2015   

 TENTANG 

PEMBERIAN KUASA KEPADA DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN 

TUNJANGAN PROFESI GURU, TUNJANGAN KHUSUS, DAN SUBSIDI 

TUNJANGAN FUNGSIONAL 

 
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang 

 

: a. bahwa struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan telah diubah, sehingga fungsi yang berkaitan 

dengan pemberian tunjangan profesi guru, tunjangan 

khusus, dan subsidi tunjangan fungsional berada di 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian 

Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan 

Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, 

dan Subsidi Tunjangan Fungsional; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4941); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 

  4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang  

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 

Kabinet Kerja Periode 2014-2019 sebagaimana telah 

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P tahun 

2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet 

Kerja Periode Tahun 2014-2019;  

  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA DIREKTUR 

JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNTUK 

MENANDATANGANI KEPUTUSAN PEMBERIAN TUNJANGAN 

PROFESI GURU, TUNJANGAN KHUSUS, DAN SUBSIDI 

TUNJANGAN FUNGSIONAL.  
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Pasal 1 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan diberi 

kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk menandatangani keputusan pemberian 

tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, dan subsidi 

tunjangan fungsional bagi guru pada Taman Kanak-

Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah 

Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menegah 

Pertama/Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa, Sekolah 

Menegah Atas/Sekolah Menegah Atas Luar Biasa, dan Sekolah 

Menengah Kejuruan. 

Pasal 2 

Spesimen tanda tangan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga 

Kependidikan untuk menandatangani keputusan pemberian 

tunjangan profesi guru, tunjangan khusus, dan subsidi 

tunjangan fungsional ditetapkan dalam Keputusan Menteri. 

 

Pasal 3 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Pemberian Kuasa Kepada Direktur yang Menangani 

Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada 

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, 

dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta 

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk 

Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi 

Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 

Indonesia.   

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 22 Desember 2015 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA,  

 

TTD. 

 

ANIES BASWEDAN  

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 29 Desember 2015 

   
 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

TTD. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

  

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1981 

 
Salinan sesuai dengan aslinya, 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

 
 

TTD. 
 
 

Aris Soviyani 
NIP 196112071986031001 
 


